
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWATIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 211 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 152 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 

S E R T A TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, 
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

bahwa da lam rangka implementasi Program Prioritas 
Nasional Penyederhanaan Birokras i , d ipandang per lu 
me lakukan perubahan terhadap susunan organisasi, 
u ra i an tugas dan fungsi serta ta ta kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan; 
Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 152 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi , Susunan Organisasi, 
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten 
Pacitan, sudah t idak sesuai dengan perkembangan 
Peraturan Perundang-undangan, sehingga per lu 
disesuaikan; 
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a dan h u r u f b diatas, maka per lu menetapkan 
Peraturan Bupa t i tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupa t i Nomor 152 T a h u n 2021 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

Menimbang : a. 

b. 

Mengingat : 1. 

2. 



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 T a h u n 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 
9); 

5. Peraturan Bupa t i Nomor 152 Tahun 2021 Tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi , Susunan Organisasi, 
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan 
(Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 
153); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 
152 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, 
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

Pasal I 

Beberapa ke tentuan dalam Peraturan Bupa t i Nomor 152 Tahun 2021 Tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten 
Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 153), d iubah 
sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 9 d iubah , sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
be r ikut : 

P a s a l 9 

Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional . 

2. Ketentuan da lam Pasal 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 20, 2 1 , 22, 23, 24, 25, 30, 3 1 , 
32, 33, 34, 35, 40, 4 1 , 42, 43, 44, 45, 50, 5 1 , 52, 53, 54, 55 d ihapus. 

3. Ketentuan dalam Pasal 19 d iubah , sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai 
ber ikut : 

Pasal 19 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional . 



Ketentuan da lam Pasal 29 d iubah , sehingga Pasal 29 berbuny i sebagai 
ber ikut : 

Pasal 29 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , membawahi Kelompok 
Jabatan Fungsional . 

Ketentuan dalam Pasal 39 d iubah , sehingga Pasal 39 berbuny i sebagai 
ber ikut : 

Pasal 39 

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r as t ruk tur dan Kewilayahan, 
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional . 

Ketentuan dalam Pasal 49 d iubah , sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai 
ber ikut : 

Pasal 49 

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatan 
Fungsional . 

Ketentuan da lam Pasal 56 d iubah , sehingga Pasal 56 berbuny i sebagai 
ber ikut : 

Pasal 56 

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan d i bawah dan bertanggung jawab 
secara langsung kepada Pejabat P impinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Adminis t ra tor a tau Pejabat Pengawas yang memi l ik i keterkai tan 
dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsioanl (JF); 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi da lam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahl iannya dan d ikoord inas ikan oleh seorang Pejabat 
Fungsional yang memi l i k i j en jang Jabatan Fungsional tertinggi; 

(3) Jenis, j en jang dan j u m l a h j aba tan fungsional d i tetapkan oleh Bupat i 
berdasarkan k e b u t u h a n dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-
undangan. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional te rd i r i dar i beberapa pejabat fungsional 
mempunya i tugas me lakukan kegiatan sesuai dengan jenjang j aba tan 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) Pejabat Fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (4) dapat 
d i t u n j u k dan d iber ikan tugas tambahan sebagai sub koordinator u n t u k 
membantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan pada masing-masing pengelompokan ura ian tugas. 

(6) Ketentuan mengenai nomenk la tur dan tugas Sub Koordinator 
sebagaimana d imaksud pada ayat (5) d i te tapkan oleh Bupat i . 

(7) Penugasan Koordinator, Sub Koordinator, Jabatan Fungsional (JF) dan 
Jabatan Pelaksana (JP) d i te tapkan oleh Kepala Badan mela lui Surat 
Perintah. 

(8) Jangka w a k t u penugasan sebagai sub koordinator d i te tapkan sesuai 
dengan kebu tuhan organisasi. 

(9) Pejabat fungsional yang d iber ikan tugas tambahan sebagai Sub 
Koordinator j aba tan fungsional pal ing rendah m e n d u d u k i j aba tan 



(10) Da lam ha l t idak terdapat pejabat fungsional sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), maka tugas tambahan dapat d i laksanakan oleh pejabat 
fungsional jenjang ah l i pertama a tau pejabat fungsional keterampi lan 
jen jang penyelia dan pejabat pelaksana. 

(11) Pejabat fungsional has i l penyetaraan j aba tan adminis t ras i ke j aba tan 
fungsional yang d iber ikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator 
d iber ikan tambahan angka kred i t 2 5 % (dua p u l u h l ima persen) dar i 
angka kred i t k u m u l a t i f u n t u k kena ikan pangkat setingkat lebih t inggi 
dan d i a k u i sebagai tugas pokok da lam penetapan angka kredi t setelah 
melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pal ing k u r a n g 
da lam 1 (satu) t a h u n peni la ian kinerja j aba tan fungsional. 

8. Ketentuan dalam Pasal 60 d iubah , sehingga Pasal 60 berbuny i sebagai 
ber ikut : 

Pasal 60 

(1) Format Surat Perintah sebagaimana t e r cantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i i n i . 

(2) S t r u k t u r Organisasi Badan sebagaimana te rcantum dalam Lampiran 11 
yang merupakan bagian t idak te rp isahkan dar i Peraturan Bupat i i n i . 

Pasal I I 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 2 7 - 1 2 2021 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 2 7 - 12 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 212 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala Bag la iD j (ukum, 

DENl CAHYANTGRG. SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 211 TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 152 
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN 
ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH SUB KOORDINATOR JABATAN 
FUNGSIONAL 

KOP DINAS 

SURAT PERINTAH 
NOMOR: / / / 

Dasar : a. bahwa da lam rangka mengopt imalkan posisi Jabatan 
Fungsional da lam member ikan rekomendasi substant i f dan 
pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai 
b idang tugas organisasi maka kepada para Pejabat 
Fungsional d iber ikan tugas tambahan sebagai Sub 
Koordinator; 

b. bahwa berdasarkan ke tentuan Pasal 56 ayat (7) Peraturan 
Bupa t i Nomor Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Bupa t i Nomor 211 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat i Nomor 152 
T a h u n 2021 Tentang Kedudukan , Tugas, dan Fungsi, 
Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Pacitan, Penugasan sub koordinator d i tetapkan 
oleh Kepala Badan mela lu i Surat Perintah; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a dan b d i atas, per lu menugaskan pegawai 
sebagaimana tersebut da lam Surat Perintah i n i u n t u k 
melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator; 

MEMERINTAHKAN : 

Kepada : Nama (diisi nama ybs) 
Pangkat/gol. : (diisi nama ybs) 
NIP : (diisi NIP ybs) 
Jabatan : (diisi Jabatan Fungsional ybs) 



Untuk : 1. D iber ikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator 
Terh i tung Mu la i Tanggal ... 

2. Kepada yang bersangkutan d iber ikan tambahan angka kredi t 
sebesar 2 5 % (dua p u l u h l ima persen) dar i Angka Kredit 
A k u m u l a t i f u n t u k kena ikan pangkat setingkat lebih t inggi dan 
d i aku i sebagai tugas pokok da lam penetapan Angka Kredit. 

3. Melaksanakan Surat Perintah i n i dengan seksama dan penuh 
tanggung jawab. 

Pacitan, - 2021 

(KEPALA DINAS/BADAN) 

NAMA 
Pangkat... 

NIP 

TEMBUSAN, d isampaikan kepada : 
Yth . Bpk. Bupa t i Pacitan sebagai laporan. 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Salinan sesuai dengan asl inya 
Kepala Bagma-JHuhum, 

DENl QAHYANTORO. SH.. M.Si 
C Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 211 TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN 
FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI , S E R T A TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENEL IT IAN , DAN 
PENGEMBANGAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

S T R U K T U R ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENEL IT IAN 
DAN PENGEMBANGAN D A E R A H 

KEPALA BADAN 

Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan 
Daerah 

Bidang Pemerintahan 
dan Pembangunan 

Manusia 

KELOMPO 
FUNGJ 

< JABATAN 
5IONAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

Sal inan sesuai dengan as l inya 
Kepala BagiSn" 

DENl CAHYANTORO, SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 

1 
SEKRETARIAT 

Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

Bidang Perekonomian, 
Sumber Daya Alam, 

Infrastruktur dan 
Kewilavaban 

Bidang Penelitian dan 
Pengembangan 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

UPT BADAN 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 


